Menimbang :

Mengingat

BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang—Undang Nomor 23

1.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD Kabupaten Ogan Hir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang—Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3988):



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Tlir dj Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 567 9);
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13.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tales. ..
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22.
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24.
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor S272);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5740);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20] 1 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
540).

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 » Nomor 20 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008
Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2014, Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten

Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaocs Telknic Naarml 71 .. . 2 Ittt



30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 1.592.452.966.274,92,-
2. Belanja Rp. 1.614.152.966.274,92.-
Surplus/(Defisit) Rp.(21 .700.000.000,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 22.500.000.000,00,—
b. Pengeluaran Rp. 800.000.000,00, -
Surplus/(Defisit) Rp. 21.700.000.000,00,- -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 283.501.663.673,00,—
b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.068.504. 156.000,00, -
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.240.447. 146.601,92,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan pajak daerah sejumlah Rp.178.607.578. 191,00,-
b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 28. 126.542.482,00,-
¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.3.500.000.000,00,—
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.73.267 -943.000,00,-



(3)

(2)

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 164.726.364.000,00,-

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 625.366.456.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 278.411.336.000,00,-

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. 550.000.000,00,-

b. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 62.053.079.601,92,-

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 0,00,-

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
sejumlah Rp. 0,00,-

e. Pendapatan lain-lain sejumlah Rp. 177.844.067.000,00,-

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.614.152.966.274,92,-
b. Belanja langsung sejumlah Rp. 713.155.240.436,00,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 615.472.511.244,00,-

Belanja Subsidi sejumlah Rp. 3.600.000.000,00

Belanja Hibah sejumlah Rp Rp.15.606.228.600,00,-

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 2.476.007.773,00,-

Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 1.414.870.075,00,-

Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.260.928.108.146,92,-

Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00,-

RO Q0T

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 14.031.169.000,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 246.495.633.793,00,-

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 452.628.437.643,00,-

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp.22.500.000.000,00,-
b. Pengeluaran sejumlah Rp.800.000.000,00,-,-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelum (SILPA)
sejumlah Rp. 22.500.000.000,00,-

b. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00,-

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah

Rp. 800.000.000,00,-
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11.
12.
13.

14.

15.

17.

Lampiran |

Lampiran II

Lampiran Ila
Lampiran IIb
Lampiran III
Lampiran IV

Lampiran IVa

Lampiran IVb
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut
Daerah dan Organ isasi;

Urusan Pemerintahan

Ringkasan APBD menurut Organisasi
Pemerintahan;

dan Urusan

Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan

Pemerintahan ;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis
Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis
Belanja dan Jenis Pengeluaran;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja  untuk Keselarasan dan
Keterpaduan, Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
Daftar Piutang Daerah
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lain-lain;

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan dan;

Daftar pinjaman daerah



Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan peénempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 50 Powie 2016

Pit. BUPATI OGAN ILIR,
dto
M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal %o Vlwup 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR : 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN ( Iz . )

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB ’I(‘gN OGAN ILIR,

ARDHA MUNTR, SH, M. Si
Pembing/Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007





